
BBRITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 73 TAHUN 2017 SERI 13.72

BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 78 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 32

TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa bcrdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negcri

Republik Indonesia Nomor 910/ 106/SJ ,

tanggal 11 Januari 2017 tentang Pelunjuk Teknis

Pcnganggaran , Pelaksanaan dan Penatausahaan serta

Pertanggungjawaban Dana Bantuan Opcrasional

Sekolah satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan

oleh kabupaten / kota pada Anggaran Pendapatan dan

Bclanja Dacrah ;

b. bahwa bcrdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 910 / 1867/SJ ,

tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi

Non Tunai pada Pcmerintah Daerah Kabupaten / Kota

bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada

pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat pada

tanggal 1 Januari 2018;



c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 900/2280/SJ,

tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Tcknis

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan

Nasional pada fasilitasi kesehatan Lingkat pertama milik

pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka

perlu menetapkan perubahan kedua Peraturan Bupati

Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.

Mengingat : 1 . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

( Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Anlara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4502) , sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengcndalian Intern Pemerintah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4890);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 1 19, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5161 ) ;



15. Peraturan Pemerinlah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pcngclolaan Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;

20. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapakali diubah , tcrakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Pcnatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta

Penyampaiannya ;



23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ( Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) ;

24. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15

Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon ( Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15,

Seri E.6) ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon ( Lembaran

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12,

Seri D.7) ;

27. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah

Kabupaten Cirebon Tahun 2014 Nomor 32, Seri E) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

PasalI

Bebcrapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon

Nomor 32 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Cirebon, diubah sebagai berikut :



1 . Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka baru yaitu

angka 98 dan angka 99 sehingga pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

98. Transaksi Non Tunai merupakan pemindahan

sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain

dengan menggunakan instrument berupa Alat

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) , cek,

bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya;

99. Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Non

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) meliputi :

1. Pendapatan yang diterima oleh SKPD/ Unit

SKPD dan digunakan langsung yang tidak

melalui RKUD sesuai peraturan perundang-

undangan;

2. Pendapatan kas yang berasal dari hibah

langsung dalam / luar negeri yang digunakan

untuk mendanai pengeluaran entitas dengan

syarat entitas penerima wajib melaporkannya

kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk

diakui sebagai pendapatan daerah.

2. Beberapa ketentuan Pasal 4 terdiri atas:

a. Penyusunan APBD dan Pcrubahan APBD, diubah

sehingga Lampiran 1.1 . Kode Fungsi, Urusan ,

Program, Kegiatan;

b. Pelaksanaan dan penatausahaan APBD, diubah

sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Lampiran 11.1 .1 Sisdur Pengelolaan Penerimaan;

- Lampiran II .1.9 Prosedur Penerimaan Non RKUD;

- Lampiran II.1.10 Prosedur Pembuatan SPJ

Bendahara Penerimaan dan Pembantu;



Lampiran II .1.11 Prosedur Pengesahan SPJ

Bendahara Penerimaan;

Lampiran II .2.1 Sisdur Pengeluaran;

Lampiran II .2.18 Prosedur Non RKUD;

- Lampiran 11.2.19 Prosedur Pengeluaran Transaksi

Non Tunai;

Lampiran II .4 Daftar Istilah dan Singkatan;

- Lampiran II .5 Ketentuan Lain.

c. Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

APBD, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Lampiran III .1.1 Sisdur Akuntansi;

Lampiran III .1.2 Wewenang Dalam Akuntansi;

- Lampiran III .1.3 Prosedur Akuntansi Penerimaan;

- Lampiran III .1.4 Prosedur Akuntansi Pengeluaran;

- Lampiran III.1.5 Prosedur Akuntansi Aset Tetap;

Lampiran III .1.6 Prosedur Akuntansi Selain Kas;

Lampiran III.1.7 Prosedur Akuntansi Penerimaan

dan Pengeluaran Non RKUD;

Lampiran III .2.1 Sisdur Pelaporan dan

Pertanggungjawaban;

- Lampiran III.2.6 Prosedur Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran

Non RKUD.

Ketentuan Lampiran 1.1. Kode Fungsi, Urusan ,

Program, Kegiatan sampai dengan Lampiran III .2.6

Prosedur Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penerimaan dan Pengeluaran Non RKUD tertuang

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan ini.



Pasal II

Peraturan Bupali ini berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraluran Bupali ini dengan

mcncmpatkannya dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Cirebon .

Ditetapkan di : Sumber

Pada Tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di : Sumber

Pada Tanggal : 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ,

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 73 SERI S.72




